BAB II

JUAL BELI TANAH HAK MILIK

Menmurut pasal 1457 KUHPerdata "jual beli adaleh sua-
tu perjanjian dengan nama pihak yang satu mengikatkan diri-
nya untuk menyorahkan sesuatu benda dan pihak yang lain mem
bayar harga yang telah dijanjikan”.

Dari pengertian di atas, perjanjian junl beli itu hanya ber
gifat obligatoir:saja artinya, "bahwa perjanjian Jjual bell
baru meletakkon hak dan kewajiban bertimbal balik antara ke
dua belah pihak yaitu, pada penjual dan pomboli. (Subekti,
19823 23)-

Dalam pengortian jﬁnl boli sudah tormosuk pengortian bahwa
di satu pihak ada barang dan di lain pihak ada uwang.
(Subekti, 1982; 33).

Sedangkan menurut hukum adat, jual bali tanah morupo-
kan perbuatan hukum pemindahan hak yang borsifat tunai dan
riil serta harus dilakukan secara terang. Sifat tunai ber-
arti bahwa penyerahan hak dan pembayaran harganya dilakukan
pada saat yang sama, dengan domikian tansh borpindah kepada
pombeli untuk selama-lamanya sobagal pomilik yang baru.

S§{fat riil berarti, bahwa koscpakatan jual beli bilasanya ai
lakukan dongon penulisan kontrak jual beli di mmka kapala

desa serta penerimaan harganya oleh penjual. Sifat terang
14



15,

pada umummya dilakukannya junl boli tanah itu di hadapan ke-
pala desa pada waktu penandatanganan okte tannh yang berme-
teral dan kepala desa ikut menandatangani sebégai saksi®.
(Boedi Harsono; 1980; 93).

Dalam UUPA tidak dijelaskan tentang pongertian Jual
beli tanoh, hanya disinggung dalam pasal 26 ayat 1 UUPA yang
menyatakan; "Jjual boli cececceces diatur dengan peraturan pe-
merintah®, poraturan pemerintah yang dimaksud adalah Paratur
an Pemerintah no. 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah
inipun tidok menjelaskan pengertian jual beli tanah. Yang
monjadi masalah adalah, apakah pengertian jual bell tanah
getelnh borlakunya UUPA masih tetap sobagai porbuatan hukum
pomindahan hak yang sifatnya tunai ?

Sebagaimaona diketahui bahwa hukum agraria nasional
yang borpangkal pokok pada UUPA adalah didasarkan pada hukum
adat tentang tanah. Jika kita 1ihat kotontuan-kotentuoan yang
torcantum dolam pasal 5 UUPA, moka di sana telah disebutkan
bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang
angkasa adalah "hukum adat®, sepanjang tidak bartentangan
dengan kopentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas
persatuan bangsa, dengan sosiolisme Indonesia serta  dengan
peraturan-peraturanr yang torcantum dalam undang-undang ini
dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan
mongindahkan unsur-unsur yang borsandar pada hukum agama.
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Di samping ketentuan dasar yang termaktub dalam pasal

5 UUPA, pasal-pasal lainnya dari UUPA yang membuktikan bahwa
hukum agraria nasional itu didasarkan pada hukum adat ialah:
a. pasal 2 ayat 4 menentukan bahwa hak monguasal dari negara

torsebut 4fi atas polaksanannnyn dapat dilunsakan  kepada
daerah-daooroh swantantra doan masyarakat-masyarakat hukun
2dat Peeccccccscas) |

b. pasal 3 yang menyatakan bahwad ceeecscecccecse.. hak-hak yang
serupa itu dari masyarakat huktum adat "eeeeccccccece}

c. pasal 22 ayat 1 menyobutkan bahwa terjadinya hak millk
mormyut hukum adat diatur dengan peraturan pemerintah;

d. pasal 56 monyatakan selamn undang-undang mengenai hak mi-
1ik belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan- |
ketentuan "hukum adat® 860 tompat ccecccccsccse

Dari kontruksi pasal-pasal tersebut di atas,maka sis-
tim daon asas-asas yang dipokal dalam hukum tanah kita yang
baru (UUPA) adalah sistim dan asas-asas hukum tanah adat.

Nomun demikian, hukum-hukum adat yang diakui bukanlah hukum

adat yang murni akan totapi hukum adat yang telah disempurna

kan dan dibersihkan dari cacat-cacatnya dengan berbagai pem-
batasan tertentu.
Oleh sebab itu, pengortian jual beli tanah memurut UuPA

harus diartikan sebagai perbuatan hukum yang berupa Ppe-
nyerchan hak milik (penyerahan tanah untuk selama-lamanya)
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oleh penjual kepada pembeli yang pada saat itu juga pem-
beli menyerahkan harganya kepada penjual.

(Haryanto T, 1981; 10).

Sebelum diuraikan pengertian jual beli tanah hak mi-

lik daloam hukum Islam perlu dijelaskan terlebih dahulu ma-

sing-masing artli kata jual beli tanoh dan hak milik.

Menurut bahasa artl junl beli tanah ialah saling tu-
kar-menukar (pertukaran).
Menurut istilah syara' arti jual beli tanah ialah me-
mindahkan hak milik dengan gonti yang dapat dibenar -
kan oleh syara'. (Sayid Sabiq XII; 1987; 48).
Pengertian hok milik juga perlu diuraikan menurut masing-
masing katonya yaitu; hok dan milik.
Menurut bahasa, hak itu mompunyai beberapa arti, di antara-
nya; bonda, milik, kepunyaan, kebondaan. (Mahmud Yunus;1972

106).

Menurut istilah, hak juga mempunyai beberapa pengertian,an-
tara lain sebagal berikut :

ot o phis @I Sy it el ly as I Bngasne

"Kumpulan qaidah-Qaidah dan nash-nash syara' yang mengatur
dengan kecharusan untuk dipatuhi hubungan-hubungan manusia
baik mongenail pribadi orang atau harta benda". (Prof.DR.TM.
Hasbi Ash-Shiddieqy; 1974; 108).

Juga dapat diartikan sebagai berikut :
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nkekuasaan monguasal sesuatu atau sesuatu yang Kditetapknn
oleh syara' atau tuntuton yang wajib atas seseorang bagi
orang lain". (Prof.DR.TM.Hasbl Ash-Shiddieqy; 197h; 108).

Dari pongertian yang terakhir inilah yang sesual
dengan yang dimaksudkan hak milik dalam Jual beli yaitu
hok untuk menguasai atou sesuail yang ditetapkan undang-
undang.

Adapun pongertian milik menurut bahasa ialah :

* St 9 hL-ﬁL_-Y' G JLU al—.ﬁﬂ' thbnb

Simpanan manusia atas bonda dengan keobebasan untuk
berbuat terhadapnya. (Muh. Musthofa Salabi; 1968; 245).

Sedangkan menurut istilah, milik ialah :

ci;_‘dJ‘aniypalm’gﬁLng, &LJ»,_qﬁJ’ e ‘“*JLJlg.ftdﬁab|
o =t @ bd YVl ol

(Muh. Musthofa Salabi Al-Madkhal 246).

nwewenang khusus atas scsuatu banda yang mencagah
pihak lain bartindak atasnya dan memungkinkan pemiliknya
borbuat apa saja terhadapnya sejak sesuatu itu dikhusus-
kan baginya selama tidak ada pencegahan syara' ".



14

Musthofa Ahmad Zarqaa' momberikan pengertion bahwa, milik
ialoh :

. & PO I QDR 1 | —slo b ol plais!
(Musthofa Ahmad Azsarqaa', 1967/1968, 241).

#Suatu ikhtishosh yang menghalangi yang lain monu-
rut syara} mombonarkan pemilik ikhtishosh itu bartindak
torhadap barang miliknya sekehendaknya, kecuali ada peng-
halang®.

Maka dari vongertian di atas dapat disimpulkan bahe
wa milik itu morupakan wewenang khusus yvang ada pada sese-
orang untuk momperlakukan seswatu (benda) yang ada padanyé

dan mencegah orang lain untuk memperlakukannya tanpa ada=-
nya ijin dari pomilik itu.

Dari beberapa pengertian yang telah penulis papar-
kan,di atas, moka di sini dapatlah penulis menarik kgsim—
pulan bahwa, pengortian jual boli tanoh hale milik yaitu
menyorahkan hok milik dengan perjanjian menurut ketentuan
yang berlaku selama tidak bertentangan dengan hukum pokok

syari'at Ielam.

B. Subyeic dan Obyck dalaom Jual beli Tonah hok milik.

" Ada dua hal yang paling penting diperhatikan dalam
jual beli tanah hak milik yaitu @



20

a. Subyek dan
b. Obyek

ad 1. Subyok dalam jual beli tanoh hok milik :

Perkataan subyek dalam jual beli tanah menunjukkan
pelaku atau para pihak ataou orang-orang yang aktif  dalam

melakukan jual beli. Adapun orang-orang atau pihak torse-
but adalah ponjual dan pembeli.

Hal-hal yang harus diteliti sohubungan dengan subyek
subyek dalam Jual beli tanah adalah portama, penjual seba-
gal subyok haok milik atas tanch yong mongalihkan itu betul-
betul pomiliknyz atau kuasa pemiliknya, sehingga calon pen-
Jﬁal momang borhak monjunl tananh itu, sebab ponjunl yang
tidak berhak untuk monjucl hak milik atas tanah akan bere-
akibat Jual ba;i tanah yong dilakukan adalah batal demi
hukum; yaitu pombatalan ini langsung melumpuhkan perbuatan
hukumnya ortinya perbuatan itu dianggap seolah-olah tidak
pernah dilakukan, ketentuan tersebut bermaksud untuk me-
lindungi ketertiban masyarakat, golongan tertentu, atau
seseorang tortentu terhadop orang luin. Misalnya sebidang
tangh dikuasai oleh 3 orang ( ABC ) dengan hak milik apa-
bila sf A menjual seluruhnya tanah tersebut tanpa  perse-
tujuan dari 81 B dan si C, maka si 4 adulah penjual yang
tidak borhak dan batal domi hukum atas perbuatan jual beli-
nyo.
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Kedua, apabila ponjual berwenang ? ini penting sebab
seknlipun si penjunl berhak atas tanah itu atau si pembeli
borhak membeli, tetapi ternyata yang monjual tidak berwe-
nang monjual atau si pemboli tidak borwenang mombeli, jika
jual boli sanah totap dilakukan, maka akibatnya jual bell
itu dapat dibatalkan oleg pihak-pihak yong bofkepenbingan
lagi pula kantor perdaftaran tanah (KPT) akan menolak pen-
doftaran jual beli itu.(Pfendi Percnginanngin; 1979;2,34k4).

Dapat dibatalkan artinya poambatalan baru mompunyal
akibat hukusm setalch orong yong bersanglutan minta  keopada
pongadilau supaya persetujuan itu dibatalkan.fctontuan ini
bormaksud untuk molindungl haknya orang-orang terhadap diri-
nya sendiri, misalnya yang menjadi subyok dalam jual bell
tanoh adalah anak yang bolum dewasa atau tidak cakap mela-
kukon §erbuatan hukum atau korena paksaan, khilaf dan  pe-
nipuan.

Sebagaimana dalam firman Allah swt.:

(raeobadl) oo (Sim gl oo Bl oS oIV
M, .. eeeeess molainkan dongan Jual-beli atam verniagaan
yang berlaku dengan suka samn suka diantara kam <...%.
(Departemon Agama Republik Indonesinj 4; 122).

Dengan adanya atar tersebut maka penjual dan pembeli
disyaratkan harus baligh, boraknl sehat dan dilakukan dengan
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kehendak sendiri (tidak dengan paksaan).

Di samping dua hal pokok di atas, yang perlu dipor-
hatikan juga adalah penjual boloh menjual hak atas tanah-
nya, sobab soorang mungkin borhak menjual sebidang tanah-
nya sekaligus orang itu berwenang melakukan penjualan, te-
tapi ponjual bolum boloh menjunl tanah itu, misal : tanah

yang menjadi obyek perjanjian ternyata maosih dalam porse-
lisiban ( ps 22 ayat 1 sub b PP, 10 Tahun 1961 ).

Contoh yang lain lagi adalah: pomindahon hak atas tanah
pertanian dilarang apabila pemindahaon hak itu mengakibat -
kan timbulnya pomilikan tanah yang luasnya kurang dari dua
hoktar, kocuali pambagian warisan daﬁ sl penjunl monang
hanya memiliki bidang tanch yang luasnya kurang dari  dua
hoktar dan tanah itu dijual sekaligus ( ps 9 ayat 1 UU no.
56 PP Tahun 1960 ).

Setelah adanya jual beli temtu saja tanah itu akan

menjadi hak pembeli. Persoalannya sekarang adalsh  apakah
pemboli boleh atau berhak menjadl subyek hak atas tanah
yang dibelinya atau tidak ? Dalam kaitannya dengan pombeli
sebagni subyek hak atas tanah, ps 21 ayat 1 UUPA menmyata-
kan bahwa hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak
milik, berarti hak milik kepada orang asing dilarang seba-
gaimona disebutkan dalam pasal 26 ayat 2 UUPA. Demikian
juga pada dasarnya badan-badan hukum tidak dapat mempunyai
hak milik, kecuali badan-badan hulum yang telah ditetapkan
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dalam peraturan pomerintch no : 38 Tohun 1963 pada dasarnya
bank-bank negara dan badan-badan hukum keagampan dan sosial.

ad 2. Obyek jual-beli tanah hak milik

Menurut hulkum, obyek jual beli tanoh adalah hak atas
tangh, tetapi dalam proktek sering disebut juol beli tanah.
Memang benar bahwa tujuan mombeli hak atas tanah ialah su-
paya pembeli dapat menguasal dan mempergunakan tanch  yang
dibelinya, totapi yang dibeli atou yang dijual bukan tanghe
nya melainkan hak atas tanohnya. Hal ini dapat dilihat apa
bila jual-boli terjadi pada saat yang sama dengan obyoknya
dua hak atas tanah yang torjadi diatas sebidang tanah ter-
gsebut dan dikuasai oleh subyok yang berlainan. (Rfondi Pe-
ranginangin, 1979; 9 ) misal : diatas sebidang tanch dapat
torjadi lebih dari satu hak atas tanah, pertama, hak -
nguasal dari negara ( ps 2 ayat 1 UUPA ), orang yang mem-
punyai hak milik atas tanah dapat memborikan kepada orang
lain dengan hak guna bongunan ( ps 37 sub b ) atau hak pa-
kai ( ps 41 ayat 1 UUPA ).

Dengan demilian, obyek jual beli ialah hak aias ta-
nah oleh karena itu sebelum dilakukan jual beli harus dike-
tahui secara pasti apa macam hak atas tanah yang renjadi
obyek jual-beli itu, obyek yong dapat dijadikan Jual-beli
tidak semua haok atas tanah sebagaimana disebutkan dalam pa-
sal 16 ayat 1 UUPA. Tetapi hanya empat hak yaitu :
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1. hak milik ( ps 20 ayat 2 )

2. hak guna usaha {( ps 28 ayat 3 )
3. hak bangunan ( ps 35 ayat 3 )
L. hak pakai ( ps 43 )

Bagl tanah yang sudah sertifikat dapat diketahui ma-
cam haknya, sekaligus dapat diketzhui batas-batas tanah,
luas tanah Juga mengonai letak tanshnya yang ditulis dalam
surat ukur khususnya tanah-tanah bekas hak sebelum U U P A
berlaku yang belum bersertifikat atau belum terdaftar macam
haknya dapat diketahul setelah adanya penegasan konversi hak
dari KPT, sedang batas-batasnya harus dijelaskan oleh ponp'
Jual kepada pemboli.

Yang menjadi masalah berkaitan dengan obyek  adalah
apakah seorang yang menjual sebidang tanah damn diatasnya
terdapat sebuah bangunan atau tanaman secara otomatis  ba-
ngunan atau tanaman itu turut torjual ?

Di dalam hukum adat dikenal suatu prinsip yang me-
nyatakan adanya asas pemisghan horisontal (horizontal sche-
iding).

Sudargo Gautamn mengatakan tentang hal ini bahwa dalam sua-
sana hukum adat tanaoh ini sama sekali terlepas dari rumah
dan tanaman~tanaman diatasnya eecseeeeso pomilikan dari pada
tanah tidak dengan sendirinya horus mombawa pula pomilikan
dari pada yang dibangun atau di tanam diatas tanah itu.
(Abdurrahman, Bandung;1983:108)
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Sebaliknya dalam KUHPerdata tidak dikenal prinsip hu-
kum yang demikian, karena ia memandang suatu barang yang teor-
tancap diatas tanaoh adalah morupakan satu kesatuan yang tak
dapat dipisahkan dengan tanahnya ( asas accessie ).

Sesuai dengan ketentuan 5§ UUPA bahwa hukuvm  agraria
yang borlaku didasarkan pada hukum adat, apakah dengan demi-
kian berarti sistim hukum agraria yang berdasar pada UUPA-
monurut prinsip scheiding, akan tetapi ada pula para sarjana
yang berpendapat sebaliknya.

Sehubungan dengan hal tersebut oleh Memteri  Agraria
don Pertanicn telah mengeluarkan instruksi tertanggal 8 ?er
bruari 1964 no: UNDA 9/1/14 yang ditujukan kepada semma PPAT
dan semua kepala inspeksi agraria/KPT tentang larangan untuk
momindahkan hak atas tanah tanpa sekaligus meomindahkan.  halk

atas bangunan diatasnya. Maksud utama larangan tersebut ada-
lah untuk mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatén oleh
orang-orang asing yang bertujuan menghindarkan diri darl ke-
tontuan-ketentuan UUPA khususnya dalam pasal 26 ayat 2,ps 21
ayat 3, ps 30 ayat 2 dan pasal 36-ayat 2.

Sungguhpun jual beli hak milik atas tanah tanpa seka-
lizus memindahkan bangunan diatasnya itu memang mungkin, na-
mun dalam praktek jual beli jarang terjadi. Oleh karema itu
dalom hal jual beli hok milik atas tanah sebaiknya harus Je-
las apakah bangunan atau tanaman yang ada itu ikut di jual
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atau tidak. Jika hal ini tidak disebutkan dalam jual beldl
maka bangunan atau tanamon tidak ikut dijual.

- Begitu juga dalom hukum Islam yang menjadi obyek'
jual beli adaiah harga (uang) dan barang (benda) yang di-
beli yang di sebut Ma'qud alaih. Adapun syarat dari pada
kaduanya ada 6 (enam) :

1. Suci barangnya, tidak sah barang yang najis diper-
jual belikan, pada prineipnya barang yang halal di-
pergunakan menurut syara' boleh diperjual belikan.

2. Barangnya harus bermanfaat.

3. Barang yong dimiliki (milik sendiri).

4. Mendapat kuasa dari pemilik untuk manjualnya.

5. Mengetahui bondanya (obyek)

6. Barang itu dapat diserah terimakan.

( Sayid Sabiq, III; 1971 ; 51).

Dengan syarat-syarat tersebut diatas yang dijadikan
oleh sebagian ulamn' sobagal alasan untuk menghilangkan si-
fat ghoror atau keraguan yang menjadikan penghalang dalam
jual bolil.

C. Kewaijl Pa Pemboli unl be 4

milik.

Jual beli dapat torjadi kalau pemilik tanah dan ca-
lon pombeli sudah moncapal sepakat tentang barang dan har-

ga.
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Dengan adanya kata sepakat itu maka terjadilah hubungan hu-
kum antara penjual dengan pombeli dan dari hubungan  hukum
inilaoh timbul akibat hukum yang meonetapkan hak dan kewajib-
an bertimbal balik diantara kedua bolah pihak yaitu pada

penjual dan pembeli.

1 . Kewajiban penjual dalam jual baoll taonah hak milik.,

Didalam KUHPerdata kowajiban timbal balik kednan&a
penjual dan pombeli timbul setelah adanya kesepakatan atau
tercapainya persesuaian kochendak tentang barang dan  harga
yang diwujudkan dalam suatu pernyataan yang telah dilalcukan
oleh keodua belah pihak.

Adapun kewajiban penjual dalam KUHPerdata yaitu :

1. monyerahkan hak milik atas barang yang diperjual be-
likan.

2. menonggung kenikmaton tentram atas barang tersebut
dan menpnggung torhadap cacat-cacat yang tersembunyi.
Di{dalam UUPA maupun hukum adat yang tidak ditentukan

secara togae mongenai kowajiban si penjual, tetapi  dengan
molihat pengertion jual beoli hak milik atas tanah yang me-

rupakan perbuatan tunai dapatlah ditentuken kewajiban pen-
jual yaitu menyorahkan hok milik atas tanah yang diperjual

belikan setelah penjual menorima pembayaran harganya dari
pembeli, |
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Menyinggung masalah penyorahan hendaknya diperhati-
kan mongenai dasar penyorahannya yaitu :
a. harus ada alas hak (rechstitel) artinya suatu alas
hak untuk memindahkan hak milik dalam hal ini ada-
lah berupa persetujuan;

b. alas hak itu harus berasal dari orang yang berhak
berbuat bebas terhadap barang itu.

( Kartono, 1982; 10-11 ).

Apabila persetujuan yong mendasari penynrahan cacat

atau tidak ada persetujuan scmn sekali, maka tidak ada pu-
1a kewajiban untuk menyerahkan. Dengen domikian, maka apa
bila titel tersebut ( alas hak ) tidak sah ( batal } atau
komudian di batalkan oleh hakim (karena adanya  paksaan ,

kehilafan, dan penipuan), maoka penyerchannya menjodi batal
juga, yong berarti bahwa pemindahan hak milik dianggap ti-
dak pornah terjadi. Begitu pula pombatalan terjadi apabila
orang yang memindahkan hak millk itu termyata tidak berhak
melakukannya, karena ia bukon pemilik maupun erang yang
secara khusus dikuansokan olehnya.

Mongenal partanggungan Jjawab penjualan torhadap ba-
rang yang telah diperjual belikan menurut hukum agraria
teloh selesai setelah penjual mengadokan jual beli dihada-
pan PPAT dan tidak menanggung tangh yang dijual belikan di
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gangsu oleh pihak kotiga. Pengertian ini dapat kita simpul-
kan dari pasal 1 formulir akta Jjual bali yang menyatakan
"mnlal hari ini ... segala keuntungan yong didapat dan ser-
ta segala keruginn/beban yong didorita atas tanch hak dan
bangunan serta tanaman tersebut di atas menjadi hak / tong-
gungan pemboli”. Oleh sebab itu, pembali sebelum mongadakan
Jual beli hak milik atas tanah hendaknya meneliti baik su-
byok maupun obyek sebagaimana yang telah saya uraikan di
ataé untuk kepentingannya sendiri.

Domikian juga di dolam hukum adat, apabila juol bell

hak atas tanah dilalkukan di luar pongetahuan kepala desa,
maka bila timbul perselisihan mongenal hak milik atas tanch
resikonya ada pada 8i pembeli. (Ter Haar, Bsn, B, Jakarta ,
1981, 108).
Kecuali apabila jual beli tersebut dilakukan dihadapan ke-
pala desa dengan i'tikad balk, sedang penjual adalah orang
yang tidak berhak, dalam hal ini pembeli masih dilindungi
sebagal orang yang berhak, tetapi perlindungan itu sampai
adanya putusan hakim bila timbul perselisihan antara pem-
beli dengan si pemilik tamah. (Ter Haar Bzn; 1981; 118).

Hal ini lain dengan KUHPerdata yang mencantumkan de-
ngan togas di samping kewajiban menyorahkan barang yang te-
lah dijual, Jjugn kewajiban untuk menanggung koanikmatan tenf

terom yang merupakan konsekwensi dari jaminan yang diberi-
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kan eleh penjual kopada pembeli bahwa barang yang dijual dan
diserahkan itu adalah sungguh-sungguh miliknya sendiri yang
bebas dari sesuatu beban atau tuntutan dari pihak lain.

Untuk menghindari hal-hal yang dapat msrugikan pem-
beli, maoka sebelum dilakukan jual beli sebaiknya pembnli
moneliti 1lebih dulu tentang status tanaohnyn, subyoknya dan
keterangan-keterangan lainnya termasuk letak, batas - batas
dan luas tanah yang blasanya termuat dalam sertifikat hak
tanah bila sudgh terdaftar, sedangkan bagi tanah-tanah yang
belum terdaftar porlu diketahui pajoknya atau petok, segel-
segel lama maupun surat keterangan lﬁrah/kepala desa yong
dikuatkan camat yang menyatakan tentang tanah tersebut benar
benar milik penduhl Juga mengennl 1letak, batas - batas dan
luas tanah,

Di samping 1itu, di beberapa kota bosar biasanya di-
perlukan adanya fatwa rencana tata kota, hal ini untuk me-
lindungi si pombeli Jangan sampal tanah yong telah dibeli
itu terkena proyok untuk kopentingan umuam. Sesudah pennliti-
an terhadap tanah yang akan dibeli telah selesal dan ternya-
ta tidak dalam sengketa, maka dapat dilakukan jual beli ter-

hadap hak milik atas tanah itu.
Adapun kowajiban utaoma pembeli dalam jual boli tanah
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adalah :

1.

2.

membayar harga tanah yang telah disepakati antara ponjual
dan pomboli pada waktu dan di tempat seobagaimana ditentu-
kan oleh kodua belah pihak.

Harga tersebut harus berupa sojumloh uang bila tidak, um-

pamanya berupa barang, moka porbuatan hukum itu bukanlah
jual=-bnli melainkan tukar monukar.

Harga jual beli itu mungkin dibayar lunans, mungkin pula
dibayar sebagian pada saat dilakuken jual beli dan sisa-
nya okan dibayar di lain waktu. Dalam formulir akta Jual
boli yang berlaku sekarang ini terdapat perumusan "......
bahwa penjual mengaku telah menorima sepenuhnya uvang pem-
bolian tersebut di atas ......", Jodi sesuai dengan asas

hukum adat yang bersifat tunai. Dalam hal harga Jjual di-
bayar sebagian, junl beli itu harus dianggop harganya te-
lah dibayar sepenuhnya (lunas), sebab kalau tidak demiki-
an, maka tidak sesuail dengon asas dalam jual bali menurut
hukum adat. Sisa yang belum dibayar dianggap sebagal hu-
tang pembeli don diatur pembayarannya dalam suatu surat
hutang. (Ffondi Peranginangin, 1979, 1k).

momikul biayo-biaya yang dikeluarkon, pada umumya di da-
lam praktek semua biaya yang dikeluarkan dalam jual beli
itu menjadi tanggungan si pembeli, totapil ada juga yang
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menanggung biaya-biaya itu adalah si penjual atau biaya-
biaya yang dikeluarkan itu ditanggung bersamp-sama  ter-

gantung dari persetujuan antar penjual dan pembeld.

Hukum Islam tidak monjelaskan masing-mosing kewa-
Jivan antar penjual dan pombeli, melainkan jual beli ber-
langsung dengan ijab dan kabul, kocuall untuk barang - ba-
rang kecil, tidak perlu dengan ijab kabul, cukup dengan
saling mombori sesual dengan adat kebiasaan yang barlaku.
Dan dalam 1jab kabul tidak ada kemestian menggunakan kata
kata khusus, karena keténtuan hukumnya ada pada akndv de-
ngan tujuan dan mokna, bukan dengan kata-kata dan bentuk
kata itu sendiri.

Yong diperlukan adaloh saling rela (ridlo), direa-
1lisasikan dalam bentuk mengambil dan memberi atau cara
lain yang dapat monunjukkan keridloan dan berdasarkan mak-
na pemilikan dan mempermilikan, seperti ucapan penjual:
aku jual, aku berikan, aku milikkan atou indi menjadi mi-
likem atau berikan harganya dan ucapan pombeli: Altu bell,
aku ambil, aku terima, alku rela atau ambillah harganya.

De S be milik atas tangh.

Sebslum penulis menguraikan tentang beralihnya hak

milik atas tanah, maka akan kita jelaskan bahwa Jual beli
merupakan perbuatan hukum pemindahan hake '
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Dalam UUPA disebutkan bahwa hak milik, hak guna usa-
ha, hak guna bangunan dapat boralih dan dialihkan  kepada
pihak lain, hal ini telah disebutkan dalam pasal 20 ayat 2,
pasal 28 ayat 3, pasal 35 ayat 3 UUPA, sedangkan pemindahan
hak milik atas tannh dapat dilakukon melalui jual beli,peng-
hibahnn. tukar-monukar, pemberian dengan wasiat, dan por-
buatan lain yang dimpksudkan untuk mengalihkan sesuatu hak
atas tanah kepada piﬁak lain. Telah disebutkan juga dalam
paéal 1 Peraturan Memteri Agraria no. 14 tahun 1961 yang
menyebutkan :

Pemindahan hak ialah jual beli termasuk pelelangan di muka
umum, penukaran, penghibohan, pemberian dengan wasiat, pem-

berian menurut adat, dan paraturan lain yang dimaksudkhn
untuk mongalihkan sesuatu hak atas tanah kepada pihak lain.

Dari hal tersebut diatas, dapat kita ketahui  bahwa
perbuatan hukum jual beli tanah adalah morupakan suatu per-
buatan hukum pemindahan hak. SeJjak itu hak atas tanah sudah
beralih kepada pembeli, dan sejak itu pembeli borwenang un-
tuk mendaftarkan peralihan hak tersebut di KTP dimana tanah
tersebut terletak.

Berboda dengan sistim yang dianut dalam KUH Perdata,
dalam KUH Perdata jual beli tanah dilakukan dengan membuat
akie porjanjicn dihadepan Notaris antara pihak-pihak yang
melakukan jual beli untuk melakukan transaksi berkenaan de-
ngan tanah yang msnjadi obyek jual boll dimakaud.?erjnndian
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jual boli yang dibuat para pihak di hadapan notaris ini ber-
sifat obligatoir overenhomst yokni dengan dibuatnya akte
notaris tersobut. Haok atas tanah yang menjadl obyek Jual
beli belum beralih melainkan harus dilakukan penyerahan se-
cara yuridis (yuridische levering) memurut peraturan  yang
berlaku yakni overschrijving ordonantie s. 1834 no. 27.

Overschrijving ordonantie adalah mewajibkan untuk di

buatnya oeta van overschrijving di hadapan overschrijving -
ambtenaar.
Bila hal tersebut tidak dilakukan di hadapannya maka hak
atas tanah tidaklah sah. Penyerahan secara yuridis ini di-
kontruksikan sebagai sakelijke oversenkonst dan disebut deQ
ngan balik nama atas tanah (Bakhtiar ®ffendi, Bandung,1982,
83-84) .

Dengnn demikion sietim KUHPerdata porjanjian Jual
beli bukanlah perbuatan pemindahan hak, tetapi yang marupa-
kan perbuatan pemindahan haknya adalah penyerahan yuridis-
nya sebagaimana diatur dalam ovorschrijving ordonantie s.
1834 no. 27.

Dalam Peraturan Menteri Agraria no. 14 tohun 1861 pasal 2
ayat 1 dikataokan bahwa pemindohan hak atas tanah momarlukan
1jin dori instansi pombori ijin. Kemudian dikeluarkannya

Peraturan Mendagri no. SK 59/DDA/197C ton&ang'penyederhnnar
an peraturan perijinan hak atas tanah pasal 1 ayat 2 menon-
tukan bahwa pomindahan hak-hak atas tanah yang momerlukan
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iJin pemindahan hak adalah :

a. hak milik atas tanoh pertanian

b. hak gunz usaha

¢. hok guno bangunan atas tanah negara, Jika dilakukan pada
d. hak yang dimpksudkan pada pasal 2 ayat 2.

Dengan demikiann untuk tanah bangunan status hok mi-
1ik untuk pemindahan hak milik tidak memerlukan ijin  dardi
instunsi agraria, honya saja penerima hak memberikan pernya-
taan tertulis msngenﬁi beberapa bidang tanah yang sudah di-
punyainya, kecuali jika penerima hak ternyata sudah mompu~
nyai 5 bidang tanah atau lebih maka uatuk pendaftaran pe-
mindochan haknya oleh KPT masih tetap diperlukan ijin.

Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bah-
wa 4jin dari instansi agraria merupakan syerat peralihan
hak atas tansh yang terdaftar dengan porkataan lain  kalaw
syarat tersebut tidak dipenuhi, maka hok milik atas tanah
belum beralih dalom arti peralihan haknya kepada pombeli
tidak dapat dicatat oleh kepala KPT dalam buku tanah atau
sortifikatnya. Sekalipun haknya sudaoh beralih pada pombell
baru, tetopi tidak mompunyai bukti yang kuat mongenai sah-
nya peralihan hak milik tersebut.

Dalam hal pemindchan hak atas tanah melalui jual be-
11 yang perlu diperhatikan adalah : |

1. pomeriksaan surat-surat
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2. surat-surat yang diperlukan antara lain :
a. keterangan lurah/kepala desa

b. keterangan dari soksi pendaftaran tanah
3. akte jual beli tanah. (Sutomo, Malang, 1981, 18).
Seperti yang telah saya singgung di atas bahwa hak
milik atas tanah dapat beralih kepada pihak lain, tetapl
yang menjadi permasalahan di sini adalah borkenaan dengan
kapan hak milik atas tansh yang menjadi obyek perbuatan
hukum tersebut beralih 7, apakah pada saat pembuatan akte
oloh PPAT atau pada saat dilaksanakan pendaftaran peralihe
an haknya di kantor agraria. Masalah ini timbul karena ada
yang berpendapat bahwa dengan berlakunya UUPA jual beli
tanoh sudah berubah sikapnya, menjadi suatu perjonjian
yong sifatnya obligatoir. Dengan pongertian demikian, maka
jual bell tanah yang dilakukan di hadapan PPAT, hak atas
tanah belum boralih kepada pembeli, pomindshan haknya baru
terjadi setolah selesal dilakukan pendaftaran, ini berarti
jiko tidak dilokukan pondaftaran hak atas tanah yang dibe-
11 itu belum berpindaoh kepada pombeli seperti dinyatakan
dalam buku tuntunan bagi PPAT yang menyebutkan :

"Sebelum dibalik noma, penerima hak dengan adanya per-
alihan hak saja belum menjadi wilik penuh, karana be-
ium mempunyal tanda bukti haknya, yaitu belum mompu-
nyal sertifikat yang menurut keteutuan pasal 19 UUPA
merupakan satu-satunya tanda bukti hak yang kuat.
(Dopartemen Dalam Negeri Direktorat Jendral Agraria, -
Jakarta, 1984, 17}.
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Sebagaimana diketahui pendaftaran itu memerlukan wak-

tu yang lama dan kenyataannya banyak jual beli tanah yang
tidak diikuti dengan pendaftaran, kaorena rupa-rupa pertim-

bangan. Pihak-pihak yang bersangkutan menganggap bahwa de-
- ngan dilakukannya jual beli tanah di hadapan PPAT itu {pada
waktu harga tonaoh diterimakan kepada penjual), pembeli te-
loh menjadi pemilik tanah yang baru, dan akta FPAT yong di-
berikan kepadanya sudoh cukup merupakan tanda buktinya.

Dengan demikian dibuatnya akte jual beli tanah olsh
PPAT maka selesailah sudah perbuatan hukum/transgksi  Jjual
beli tanoh tersebut, karena sejak ssat itu hak atas tanah
sudah boralih kepada pembeli hanya saja peralihan haknya. be-
lum dieatat oleh KPT.

Bila kita melihat pada hukum adat, sistim yang dipa-
kail dalam kaitannya dengan jual beli hak atas tenah ini
umuanya dikenal dengnn eistim kontan dan nyata atau ridl.
Dimana perkambangan hak atas tanah serentak terjadi begitu
pembayaran harga tanash diserahkan oleh pembeli kepada pen-
jual, Persetujuan jual bell yang dibuat di atas segel, atau
dibuat tanpa di atas segel, tetapi dibubuhi dengan moteral
yang dibuat para pihak di hadapan kepala desa yang bersang- .
kutan, sekaligus berlaku sebogal penyerchannya dan oleh ka-
" pena itu hak milik atas tanah tersebut telah deralih kepada
pembeli.



38

Sedangkan dolam hukum agraria yang berdasarkan atas
ketentuan pasal 5 UUPA, jika kita berpegong pada sifat tu-
nai dari jual beli, sifat mana dianggap ada dalam jual be-
14 tanoh memurut hukum agraria sekarang, maka pada itulah
haknya beralih kepada pembeli dan untuk boralihnya hak itu
syarat-syarat materiil dari jual belinya baik yang menge-
nai penjual, pembeli maupun tanahnya harus dipenuhi.
Pengertian sant beralihnya hak ini dituangkan dalam pasal
1 formalir akta jual beli yang dikonstruksi dalam bentuk
kalimet "mulai hori ini tanah hak eeeee... yang diuraikan
dalom okta ini dalam akta ini telch diserahkan kepada pem-
beli, yang mongaku pula toloh monerima penyerzhan itu..e0¥

Mengenai pombuktian, sungguhpun.sertifikat bukan sa-
tu-satunya alat pembuktian, karena hak milik atas dapat
juga dibuktikan dengan alat-alat bukti yang lain, misalnya
dongan surat keputusan pemberian hak dari instansi yang
bervonang (kalau pemberian hak itu belum di daftar menurut
peraturan pomerintah no. 10 tahun 1961) atau dengon petok
pajak bumi/verponding indonesia dengon akta Jjual beld, de~-
ngan saksi-saksi, dapat juga dongan surat perjanjion penye-
rehan hak atas tanah yang dibuat dihadapan kepala desa atau
yang setingkat dengan itu, nomun dengan tanda bukti sorti-
fikat itu pihak yang menghaki suatu bidang tanah itu, hak
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apa yang di punyainya, letak tanahnya, bagaimana batas-ba-
tasnya, borapa luas tanah yang dihaki itu, dan ada atau
tidaknya hak-hak pihak lain yang membsbaninya.

Dengan demikian, dapat dikemmkakan bahwa pendapat
yang mengatakan hak atae tanah yang dibols itu boralih pa-
da saat didaftarkannya di KPT, selain bertentangan dengan
sifat dan sistem jual beli tanah menurut hukum agraria
yang tanah tersebut hanyalah sah jika telah dilakukan oleh
51 pemilik; Tonoh yang dihaki: letaknya, luasnya, batas-
batasnya, hal ini sangat penting untuk mencegah sengketa -
dikemidian hari atas tansch yang bersangkutan;

Hukum yang berlaku atas tanah tersebut, supaya lebih mudah
mengetahul wewsnang-wewenang apa saja serta kewaJibannya
pomogang hak atas tanoh yang bersangkutan.

(Bachtiar Rfendi, Bandung; 80-8l1).

Jadi, jelaslah bahwa beralihnya hak milik atas ta-

nah telah terjadi pada saat dilakukannya perbuatan hukun
jual beli tanah dihadapan PPAT, untuk itu akta PPAT morue
pakan tanda buktinya, adapun pendaftarannyg pada KPT ber-
fungsi untuk memperluas pembuktiannyo, terutamn  torhadap
pihak ke tiga, Jjadi bukan merupakan syarat konstitutif ba-
gi terjadinya peralihan hok yong bersangkutan. Bahkan jual
boli tanah yang memenuhi syorat materiil, meskipun tiénk
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dilakukan di hadapan PPAT, jual bell itu dianggap sah, se-
hingga mongakibatkan beralihnya hak atas tanah yang bor-

sangkutan kepada pihak yang membayar harganya,asalkan pi-
hak penjual dan pembeli berhok serta berwenang untuk men-

Jual dan memboli.



